Menimbang

Mengingat

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999

TENTANG

SISTEM INFORMASI DEBITUR

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa ddam rangka penyedisan infoormes guna
menunjang kdancaran kegiaan ussha bank den dgem
perbankan yang seha, diperlukan perluasan  cakupan
gdem informas kredit yang ada sebdumnya menjedi

d9em informas debitur;

. bahwa untuk lebih  meningkatken  transparang

informed  debitur  yang disedigkan oeh  Bank
Indonesa  untuk  keperluan  bank, diperlukan
penyempurnaan daam penygian informas debitur;

. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk

menyempurnakan ketentuan  mengena Sgem
informed debitur ddam suau  Peraturan Bank

Indonesg;

. Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),

shagamana  tdah  diubeh  dengan  Undang-undang

Nomor ...
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Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN: :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA  TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Y ang dimaksud ddam Peraturan Bank Indonesiaini dengan:

1. Bank addah Bank Umum ssbagaimana dimeksud ddam Pasd 1 angka
3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
shagamana tdah diubsh dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;

2. Kantor Bank Pelgpor addah kator Bank yang melakukan kegiatan
operasond, mdiputi:

a kantor pusat yang melakukan kegiatan operasond;

b. kantor ...



b. kantor cabang Bank;
C. kantor cabang bank asng;
d. kantor cabang pembantu bank asing;

3. Kantor Perwakilan Bank Asng addah kantor dari Bank Adng yang
bertindek sematamata <sebaga  penghubung  attara Bank  dengan
nesabahnya;

4., Sdem Informed Debitr addah Sgem yang menyedigkan informes
mengena  debitur dan/atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan

lgporan penyediean dana yang diterima Bank Indonesa dari  Kantor
Bank Pelgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asing;

5. Penyedisan Dana addah penanaman dana Bank bak ddam Rupiah
maupun vauta adng, ddam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan,
teemasuk  komitmen  dan  kontinens  pada transsks  rekening
administraif;

6. Kredit addah penyedisan uang aau tagihan yang dapa dipersamakan
dengan itu, bedasatkan pesstuyjuan  aau  kesgpekatan  pinjam
meminam antara Bank dengan pihak lan yang mewgibkan pihak
peminjam untuk mduned  hutangnya sadah  jangka wekiu  tertentu
dengan pemberian bunga, termaauk:

a. pembdian sura berharga nessbah yang dilengkepi  dengan  note
purchase agreement (NPA);
b. pengambildihan tagihan ddam rangka kegiatan anjek piutang;

7. Sura Berharga addah surat pengekuan utang, wesd, obligad, sekuritas
kredit, aau <Higp deivaifnya, aau  kepentingan lan, dau  suau
kewgiban dai penerbit, ddam bentuk yang lazim diperdagangkan
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ddam pasxy modd dan pasar uang, anttara lan Satifika Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga
Komersd (Commercial Papers), Sertifikaa Reksadana, dan Medium
Term Note

8. Penyertaen addah penanaman dana Bank ddam bentuk ssham pada
perusshaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidek meddui pasar
modal, sata ddam bentuk pernyertaan modd sementara  pada
perusahaan debitur untuk mengatas akibat kegagdan Kredit;

9. Transskd rekening adminidratif addah komitmen dan kontinens  (Off-
Balance Sheet) vyang tediri dai  waka penerbitan  jaminan,
akseptad/endosemen, Letter of  Credit (L/C) yag mesh bejdan,
penjudan Surat Berharga dengan syaa repurchase agreement (repo),
standby L/C dan gaans lannya sata transsks  derivaif  yang
mempunyal risko Kredit;

10.Risko Kredit untuk transsks deivatif addah nila pesar (the mark to
market value dai sduruh  pejanjiankontrak  yang  menjanjikan
keuntungan yang bedum dgpa teredisr namun secara potensd  dapat
menjadi kerugian Bank gpabila pihak lawan wanprestes;

11.Pnjaman Lua Negei addah penyediaean dana yang diteima oleh
Debitur dari pihek-pihek di luar negeri medui Bank termasuk kantor-
kantor cabang Bank di luar negeri atau medui Kantor Perwakilan Bank
Asng;

12.Debitur addah  nasdbah  perorangan aau perusshaan/badan, tidak
termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang memperoleh
satu atau | ebih fasilitas Penyediaan Dang;

13. Kelompok ...
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13.Kedompok Debitur addah sgumlah debitr yang sdu sama lan
mempunya  katan ddam hd  kepemiliken, kepengurusan, daatau
hubungan keuangan ssbegamana diatur ddam  ketentuan tentang  batas
maksmum pemberian kredit yang berlaku;

14.Cdon Debitur addah perorangan aau  perusshaan/badan,  tidek
teemasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang tdah
mengg ukan fasilitas Penyediaan Dana secara tertulis kepada Bank.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pawydenggaraen Sigem  Informes Debitur  dimeksudkan  agar Bank

memperoleh  informas yang lengkap mengena  Debitur, yang dgpa
digunaken sebaga sarana mempelancar penyedisan dana dan  menghindari
penyediaan dana rangkap.

BABIII
LAPORAN PENYEDIAAN DANA
Pasal 3
Kantor Bank Pdapor dan Kantor Pewekilan Bank Asng wgib

menyampaikan Lgporan Penyediaan Dana kepada Bank Indonesa sigp
bulan untuk pogs akhir bulan.

Pasd 4 ...
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Pasal 4

Laporan Penyedisan Dana yang disusun oleh Kantor Bank Pdapor dan
Kantor Perwekilan Bank Adng sebagaimana dimeksud ddam Pasd 3
wajib disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 5

(1) Cakupan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana  dimeksud  ddam
Pasd 3 mdiputi informed mengena Debitur, pengurus, pemilik sata
Keompok Debitur, fadlitas Penyediaan Dana, agunanjaminan, dan
baki debet.

(2) Faslitas Penyediaan Dana sebagamana dimeksud pada ayat (1) wgib
dilgporkan untuk plafon per debitur sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh jutarupiah) atau lebih.

(3) Fadlitas Penyediaan Dana sébagamana dimeksud pada aya (1)
dengan plafon per debitur kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
jutarupiah), wgib dilgporkan dadam bentuk rekapitulas.

(4) Bank Indonesia dapat mengubah cakupan pelgporan daam Laporan
Penyedisan Dana sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan/atau plafon
sbagamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan Surat Edaran

Bank Indonesa

Pasal 6

(1) Kantor Bank Peagpor dan Kantor Pewakilan Bank Asing waib
menyampaiken Laporan  Penyediaan Dana sebagamana  dimaksud
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ddam Pesdl 3 sdamba-lambainya tanggd 10 (sepulun) sdah  akhir
bulan lgporan.

(2) Kantor Bank Pelgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asng dinyatakan
telambat  menyampakan Lgporan Penyedisan Dana  sdbagamana
dimaksud pada ayat (1) agpabila laporan dimaksud disampaikan setelah
tanggd 10 (sspuluh).

Pasal 7

(1) Kantor Bank Peagpor dan Kantor Pewakilan Bank Asing waib
melakukan koreks ddam hd tedapa kesdahan dan/atau  perubahan
karena terjadi pembaruan data aas Lagporan Penyediaan Dana yang
telah disampaikan kepada Bank Indonesa

(2) Koreks sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada
Bank Indonesa sdambat-lambatnya tanggd 17 (tujuh bdas) sedah
akhir bulan lgporan.

(3) Kantor Bank Pdapor dan Kantor Pewekilan Bank Asing dinyatakan
telanba  menyampaikan korekd aas Laporan Penyedisan Dana
apabila bdum menyampakan lgporan koreks tersebut setedah  tanggd
17 (tujuh belas).

Pasal 8

(1) Kantor Bank Pelgpor wgib menyampakan Lagporan Penyediaan Dana
secaraOn-line

(2) Kantor Perwekilan Bank AdSng dapat menyampaikan  Laporan
Penyediaan Dana secaraOn-line aau har dcopy.

(3) Kantor ...
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(3) Kantor Bank Pelgpor yang berada di daerah yang tidek mempunya
fadlites tdekomunikes aau yang mengdami force majeure sehingga
tidek dgpat menyampalkan Laporan Penyediaan Dana secara On-line,
dapat menyampaikan lgporan dengan disket.

(4) Kantor Bank Pdapor wgib memberitahukan secara tertulis  kepada
Bank Indonesa dengan diseta desan ddam hd tidek dapa
menyampailkan lgporan secaa On-line sebagaimana dimeksud  pada
ayat (3).

BAB IV
INFORMAS DEBITUR
Pasal 9
(1) Kantor Bank Pelgpor dan Kantor Perwekilan Bank Asing yang teah

memenuhi kewgjiban peaporan ssbagamana dimeksud ddam Pasd 6
dan Pasdl 7, dapat memintainformas Debitur kepada Bank Indonesia

(2) Informas Debitur yang disedigkan bagi Kantor Bank Pdapor dan
Kantor Perwekilan Bank Asng ssbagamana dimeksud pada ayat (1)
mdiputi informed Debitur darvatau Cdon Debitur dai Kantor Bank
Pelgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asng yang bersangkutan.

Pasal 10
(1) Permintean informas  Debitur oleh Kantor Bank Peapor dilakukan

scaaOn-line.

(2) Pamintaen informed  Debitur oleh Kator Pewakilan Bank Asng
dapat dilakukan secaraOn-lineaau secaratertulis

(3) Ddam...
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(3) Ddam hd Kantor Bank Peapor yang berada di daerah yang tidak
mempunya  fadlites tdekomunikes aau yang mengdami  force
majeure sehingga tidek dapat meminta informes Debitur secaa On-
ling dapat dilakukan secaratertulis,

Pasal 11

(1) Penggunaen  informes Debitur  bersfat  tebaias dan  hanya untuk
keperluan Kantor Bank Pelgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asing.

(2) Segda akibat yang timbul sehubungan dengan  penggunaen  informes
Debitur yang tidek sesua dengan meksud dan tujuan sehagamana
dimeksud ddam Pasd 2, sgpenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor
Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan.

BABV
PENUNJUKAN PEJABAT
Pasal 12
Kantor Bank Peapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing  wagib
memberitahukan secaratertulis kepada Bank Indonesa
a nama pgaba yag betanggungiavab terhadgp  kesbsahan  dan
kelengkapan Laporan Penyediaan Dang;

b. nama pgaba yag bewenang meminta dan menerima informes
Dehitur.
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BAB VI

ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI, DAN PENUNJUKAN PEJABAT

Pasal 13

Penyampaian Laporan sebagaimana dimeksud ddam Pesd 8 aya (2), ayat

(3 dan aa (4), surat pemintaen informas  Debitur sebagamaa

dimaksud ddam Pasd 10 ayat (2) dan ayat (3), dan penyampaan surat

penunjukan pgabat sebagamana dimeksud ddam Pasd 12 ditujukan

kepada:

a Bank Indonesa Up. Direktorat Perizinan dan Informas Perbankan,
Jdan MH. Thamrin No. 2 Jekarta 10110, bagi Kantor Bank Pelapor dan
Kantor Perwakilan Bank Asing di wilayah Jabotabek; atau

b. Kantor Cabang Bank Indonesa yang mewilayahinya bagi Kantor Bank
Pelgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asing diluar wilayah Jabotabek.

BAB VII
SANKS ADMINISTRATIF

Pasal 14

Kantor Bank Pedgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asng yang tidak
melgporkan  stu  a@au  lebih fadlites ddam Lgporan Penyedisan Dana
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 5 ayat (1) dikenekan sanks kewgiban
membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima pulun ribu rupiah) per
faslites  untuk  sdtigp  bulan  dengan  baas  meksmd  sehesr
Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) daam 12 (duabelas) bulan terakhir.

Pesal 15 ...
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Pasal 15

(1) PHdanggaran  terhadep  kewgjiban penyampaan Laporan  Penyediaan
Dana sbagamana dimeksud ddam Pesd 6 ayat (1) dikenakan sanks
berupa:

a. kewgiban membayar sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per
hai kdambatan untuk sdigp keterlambatan  laporan  sebagamana
dimaksud ddam Pasd 6 aya (2) sampa bank menyampakan
lgporan; dan

b. penundeen pemberian informas  Debitur  sebagamana  dimaksud
ddam Pasd 9 sampa dengan diterimanya Laporan Penyediaan
Dana dimaksud oleh Bank Indonesa

(2) Apabila  kewgiban  penyampaan Lgporan  Penyediaan  Dana
sehagamana dimeksud ddam Pesd 6 aya (1) tidek dipenuhi sampai
dengan timbulnya kewgiban peagporan bulan berikutnya, dengan tidak
mengurangi sanks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bank
dikenakan sankd teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 16

(1) Kantor Bank Pegpor dan Kantor Pewekilan Bank Asng yayg
telambat atau tidak menyampakan Igporan koreks  sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl 7 ayat (1), dikenakan sanks berupa:

a kewgiban membaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) per hari kdambatan untuk setigp keterlambatan Igporan
sebagamana dimaksud ddam Pasd 7 aya (3) sampa bank
menyampaikan lgporan; dan

b._penundaar ...
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b. penundean pemberian informas  Debitur sebagamana  dimaksud
ddam Pesd 9 sampa dengan diterimanya Laporan Penyediaan
Danadimaksud oleh Bank Indonesia

(2) Apabila  kewgiban  penyampaan  Laporan Penyediaan  Dana
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 6 ayat (1) tidek dipenuhi sampa
dengan timbulnya kewgiban peagporan bulan berikutnya, dengan tidek
mengurangi sanks  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadep bank
dikenakan sanks teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehetan.

Pasal 17

(1) Kantor Bank Pdapor yang tidek menyampaikan lgporan secara OrHine
sebagamana dimeksud ddam Pesd 7 aya (1), dikenekan sanks
kewgiban membayar sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
sdtigp lgporan.

(2) Sanks  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kantor
Bank Pedapor yang tdah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
untuk tidek melgporkan secara On-line sebagaimana dimeksud daam
Pasd 7 ayat (4).

Pasal 18

Kantor Bank Pdgpor dan Kantor Perwakilan Bank Asng yang meminta
infformad  Debitur yang ternyata digunekan bukan untuk meksud dan tujuan
sebagamana  dimaksud  dadam Pasd 2 dkenakan sanks kewgiban
membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setigp
informag Dehitur.

BAB VIII ...
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BAB VIlII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Kantor Bank Peapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing  wagib

menyampaken sduruh  fadlites Penyedisen Dana yang tecaa  ddam
pembukuan sgak akhir bulan Juli 1999.

Pasal 20

Pdaksanaan pengenaan sanks  sebagaimana dimeksud ddam Pasd 14,
Pasal 15, Pasd 16 dan Pasd 17, mula berlaku sgak peaporan untuk data
bulan September 1999

BAB IX
PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang tatla cara penyampaan Laporan Penyediaan
Dana dan Informes Debitur diatur ddam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 22

Dengan dikduarkannya Peraturan Bank Indonesiaini maka:

a Sura Keputusan Direkd Bank Indonesa No.27/58/KEP/DIR tanggd 8
September 1994 tentang  Laporan Penyediaan Dang;

b. Sura Keputusan Direks Bank Indonesia No.23/90/KEP/DIR tanggd 18
Mae 1990 tentang Laporan Mengena Debitur Yang Mengrima

Pinjamar ...
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Pinaman Luar Negei dan Apliken Yang Mempeoleh Garans Bank
Dadam Rangka Pemenuhan Kewgjiban Luar Negeri;

c. Surat Keputusan Direks Bank Indonesa No.28/37/KEP/DIR tangga 10
Juli 1995 tentang Informas Debitur Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23

Peraturan Bank Indonesaini mula  berlaku sgak tanggd ditetgpkan.

Ditetapkan di Jekarta

Padatanggd 20 September 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 159

DPNP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999

TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

UMUM

Ddam rangka menunjang ssem perbankan dan perkreditan yang
sehat, serta untuk membentuk pusat data debitur yang lebih lengkap,
maka diperlukan pengembangan cakupan Sigem Informas  Kredit
yang semula berupa lgporan perkreditan diperluas menjadi  lgporan
penyediaan dana yang mdiputi  kredit dengan aau tanpa perfjanjian,
sra behaga penyetaen, dan  transskd rekening adminidratif
termasuk pinjaman luar negeri.

Sgdan dengan hd tessbut, guna meningkatken efektivitas dan
efigend penydenggaraan informes debitr  dilakukan pula
penyempurnean  Sdem  dan  prosedur  pemintaan  dan  pemberian
informad debitur.

Dengan demikian Sgem Informed Kredit (SK) diubah menjadi
Sigem Informas Debitur (SID).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1l

Cukup jelas
Angka?2...
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Angka?2

Hurduf a
Penyebutan lain dai  kantor pusat yang meakukan
kegiatan operasond antaralain kantor cabang utama.

Huruf b
Kantor cabang Bank addah kantor Bank yang secara
langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank
yang bersangkutan, dengan dama tempa usdha yag
jlas Laporan dai kantor cabang di  luar negei
disampaikan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.
Laporan dari kantor bank di bawah Kantor Cabang
digabung dengan lgporan Kantor Cabang induknya.

Huruf ¢
Ketentuan mengena  Kantor Cabang Bank  Adng
berpedoman pada Surat Keputusan Direks Bank
Indonesa tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor
Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf d
Laporan dari kantor bank di bawah kantor Cabang
Pembantu Bank Asng digabung dengan lgporan Kantor
Cabang Pembantu Bank Asing induknya.

Angka 3 sampa dengan angkal4
Cukup jdas

Padl 2 ...
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Pasdl 2

Cukup jeas

Pasal 3

Posd Penyedisen Dana akhir bulan harus sama dengan pods
yang dilgporkan dalam Lgporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasd 5
Ayat (1)

Cakupan |lgporan penyediaan dana untuk:

a debitur beis informes antara lan nama dama, nomor
pokok wajib pagak/nomor kartu tanda penduduk,
hubungan terkait dengan bank;

b. pengurus, pemilik dan kelompok debitur beris informed
antaema  lan  nama, dama, nomor pokok  wagib
pgak/nomor kartu tanda penduduk, jabatan, pangsa
kepemilikan;

c. fadlitas penwyedisen dana beid inffoomes  attaa lan
kredit, surat berharga, penyertaan, dan transsks rekening
adminigraif termasuk pinjaman luar negeri;

d. agunavpenjamin  beis  informes  attara  lan  bukti
pemilikan, nila taksad, lokad agunan;
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e baki debet beid informas antara lan outstanding dan
kuditas penyediaan dana

Ayat (2)

Untuk penyedisan dana ddam vduta asng dengan plafon
sebesar ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
keatas wgib dilgporkan daam vauta asdnya

Ayat (3)

Untuk penyedigen dana ddam vaduta asng dengan plafon
sebesar ekuivalen kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) wgib dilgporkan ddam bentuk rekapitulas per
vadutaadnya

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bulan lgporan addah bulan datg,
misanya bulan lgporan Juli 1999 addah daa pogs  akhir
bulan Juli 1999. Untuk penyampaian Laporan Penyediaan
Dana bulan Juli 1999 ke Bank Indonesa dai tanggd 1
Agustus 1999 sampa dengan tanggd 10 Agustus 1999.
Apabila tanggd 10 jauh pada hai libur/hai Sabtu maeka
penyampaian Laporan Penyediaan Dana ke Bank Indonesia
samba-lambatnya pada hari kerjasebdumnya



Ayat (2)

Cukup jdas

Pesd 7
Ayat (1)
Cukup jdas
Ayat (2)
Cukup jdas
Aya (3)

Penyampaian
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lgporan koreks dinyatakan terlambat  gpabila

koreks aas Lagporan Penyedisan Dana bulan Juli 1999
disampakan ke Bank Indonesa pada tanggd 18 Agudus

1999.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Aya (2)

Pengecudian ini karena Kantor Perwekilan Bank Asng tidek

operasond.

Aya (3)

Yang dimaksud dengan force majeure antara lain kebakaran,
banjir, gempa bumi, kerusuhan.

Avé (4) ...
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Aya (4)

Cukup jdas

Pasd 9
Ayat (1)
Cukup jdas
Ayat (2)

Informesd  Debitur yang dissdisken terdii dai  informed
Debitur individua dan informasi Debitur meacet.

Pasd 10

Ayat (1)
Peminteen  informas Debitr  Individud  dan  informed
Debitur Macet dilakukan olen kantor bank secara on-line ke
Bank Indonesia yang mewilayahinya

Ayat (2)
Permintean informas  secara  tertulis  tidek  diperkenankan
menggunakan saranafacamile dau tdeks
Kantor Pewekilan Bank Asng yang dgoa meminta
infoomad Debitur secara on-line addah Kantor Perwakilan
Bank Asing yang teah mengirimkan lgporan secaraon-line.

Ay (3)

Yang dimaksud dengan force majeure antara lain kebakaran,
banjir, gempa bumi, kerusuhan.

Pasd 11 ...
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Pasd 11
Ayat (1)
Informas  Debitur tidak diperkenankan diteruskan  kepada
pihak lain.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pesa 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jdas

Pasdl 14

Apabila debitur menerima  bebergpa fadlitas penyediaan  dana
seperti kredit modd  kerja, kredit invedad, surat berharga, kredit
konsumd, pinjaman lua negei diantaranya empa fadlitas tidek
dilgporkan ke Bank Indonesa sdama 1 (satu) bulan, dikenakan
sanks tidak melapor sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
Apdbila fadlitas tersebut tidek dilgporkan sdama 12 bulan meka
maksmum  kewgiban membayar sebesar  Rpl10.000.000,00
(Sepuluh jutarupiah).

Pasdl 15 ...



Pasdl 15
Aya (1)
Huruf a
Apabila bank menyampalkan Laporan Penyedian Dana
data bulan Juli pada tanggd 12 Agustus 1999 meka
dikenakan sanks terlambat melgpor sdama 2 (dua) hari,
yatu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila
bank  menyampaikan lgporan  pada tanggd 10
September 1999 maka dikenakan sanks  terlambat
megpor sdama 31 (tiga puluh sau) hari, yatu sebesar
Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
Huruf b
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukup jdas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a

Apabila bank  menyampaikan  koreks  Lagporan
Penyedian Dana data bulan Juli 1999 pada tanggd 19
Agustus 1999 untuk empat fadlitas maka dikenakan
sankd telambat meapor sdama 2 (dug) hai, yatu
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila

bank ...
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bank menyampailkan koreks lgporan pada tanggd 10
September 1999 maka dikenakan sanks  terlambat
melgpor sdama 31 (tiga puluh sau) heri, yatu sebesar
Rp7.750.000,00 (tujuh juta tuyuh raus lima puluh ribu
rupiah).
Huruf b

Cukupjeas

Ayat (2)

Cukup jdas

Pasd 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jeas

Pasal 19

Laporan  Penyedisan Dana sebagamana  dimeksud  ddam
Peraturan Bank Indonesa ini wgib disampakan oleh Kantor Bank
sebagamana dimeksud ddam Pasd 3 aya (2) dan Kantor
Perwekilan Bank Asng petama kai untuk lgporan poss  bulan

Juli 1999.
Pasal 20 ...
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Pasd 20

Cukup jeas

Pasdl 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jdas

TAMBAHAN LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESA
NOMOR 3884

DPNP
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